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ABSTRAK

bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi publik kepada seluruh
masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan secara transparan,
efektif dan efisien, akuntable, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk
meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar; bahwa dalam rangka melaksanakan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar
ini adalah : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016



CATATAN :

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peleksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Komisi
Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemiliran Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Informasi Nomor
1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Komisi
Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum.

Dalam KeputusanKomisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor :
01/HK.03.1-Kpt/KPU-Kot/1/2021 diatur tentang : Menetapkan Struktur
Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan
Umum Kota Pematangsiantar, dengan susunan keanggotaan dan Struktur
Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, bertugas : Menyusun,
menyediakan, dan/atau menerbitkan informasi publik. Menyediakan
informasi publik yang akurat, benar, dan tidak meyesatkan. Menyusun dan
menetapkan Standar Operating Procedure (SOP) demi tercapainya
keseragaman dalam menjalankan pelayanan informasi kepada publik.
Struktur  Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar secara berkala.

Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 04 Januari 2021






